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 Pelaksanaan pilkada Kota Subulussalam terindikasi kasus pelanggaran 
netralitas oleh birokrasi. Birokrasi sebagai Abdi Negara seharusnya berfokus pada
publik service yang tidak terikat oleh kepentingan politik maupun elit politik
sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 hukum tersebut
terlanggar dengan realita ada kecendrungan birokrasi Subulussalam terlibat
politisasi seperti : terlibat kampanye politik, mobilisasi aparatur sipil negara untuk
mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor keterlibatan dan
penyebab aparatur sipil negara terlibat dalam politik praktis.  
Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. metode
pengumpulan data penelitian dengan sistem wawancara, studi dokumentasi, bukubuku,
jurnal, skripsi dan karya ilmiah. Wawancara langsung telah dilakukan
terhadap beberapa informan teridiri dari Badan kepegawaian daerah, Komisi
Independen Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Camat
Sultan Daulat, Ketua PGRI, Ketua Kopri, Kepala Desa, TNI/Polri serta Aparatur
Sipil Negara Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh aparatur sipil negara ini bisa
mendongkrak suara calon Walikota dan Wakil Walikota, dengan mengabaikan
netralitas ASN dan kemudian penyebab aparatur sipil negara terlibat dalam politik
praktis di motivasi untuk meraih jabatan, hubungan kekerabatan, politisasi elit
politik.  
Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa untuk menjaga netralitas
aparatur sipil negara dibutuhkannya pemisahan antara jabatan politik dan jabatan
pemerintahan. Kepala daerah seharusnya tidak menjadi pembina kepegawaian
tingkat daerah untuk menghindari politisasi terhadap pegawai daerah, kepada
ASN yang terlibat politik praktis diberikan sanksi administrasi negara dan calon
petahana yang terbukti memobilisasi ASN diberikan sanksi gagal mencalonkan
dan diberikan sanksi administrasi negara. 
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